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Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan
Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas
Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/\V/11/2018
merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta
PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif.
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta
penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/\VV11/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif
dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan
Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi
jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Mgelis Pengawas
Wilayah DK Jakarta. Hal ini sgjalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk
menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian
sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan
kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya
dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun
organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-
beratnya untuk menimbulkan efek jera.

...... Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company
as one of the form of partij documentsin which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is
signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional
of Province DK Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VV11/2018 is one of the occupational
infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the
Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from afictional SM. This research focuses on violations
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and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of
Province DK Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI1Jakarta/V11/2018. This research uses yudicial
normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case
is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with
the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six)
months or dishonorable discharge to the Central 1nspectorate Committee. The advices given in thisresearch
are The Notaria Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilitiesin other
legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and
for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions.



